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ABSTRAK 
 
 
Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Coorporate Governance  
terhadap Terhadap Perilaku Fraud pada PT Pegadaian (Persero). 
 
 
 
Analysis of influence applying principles good coorporate governance 
to  behavior fraud at PT Pegadaian office (persero). 
 
 
Julita Batara 
Aini Indrijawati 
Rahmawati HS 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good 
Coorporate Governance terhadap perilaku Fraud pada PT Pegadaian (Persero). 
Dalam penelitian ini prinsip-prinsip Good Coorporate Governance merupakan 
variabel bebas (independen) dan Fraud merupakan  variabel terikat (dependen). 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 
penyebaran kuisioner. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis 
regresi sederhana dengan program SPSS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance berpengaruh signifikan 
dalam mengendalikan perilaku fraud di PT Pegadaian (Persero). 
 
Kata kunci:GCG, kecurangan, BUMN 
 
 
This research aims to know influence applying principles good coorporate 
governance to behavior fraud at PT Pegadaian office (persero). In this research 
principles good coorporate governance is free variable (independent) and fraud is 
variable is bound (dependent). 
 Data collecting method as used in this research pass by spreading cousioner. 
Data that collected processed by using simple regression analysis with program 
SPSS. Research finding indicates that applying principles good coorporate 
governance has an effect on significant in controling behavior fraud in PT Pegadaian 
office (persero). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Globalisasi mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran dalam 
bidang sosial politik dan ekonomi. Perubahan terhadap ekonomi global yang terjadi 
di berbagai negara berdampak pula pada negara Indonesia yang ditandai dengan 
adanya krisis yang melanda negara Indonesia pada tahun 1997.  
 Setelah mengalami krisis keuangan yang melanda Asia, politik di tanah air 
sepanjang tahun-tahun tersebut hingga pertengahan tahun 2001, telah 
menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam jurang keterpurukan dan ketidakpastian 
yang luar biasa. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya 
terhadap dolar Amerika Serikat telah menimbulkan kecemasan dan bahkan 
kepanikan dunia usaha terutama dikalangan para pelaku industri pasar uang yang 
sensitif terhadap isu di bidang ekonomi politik baik yang berskala nasional maupun 
global.  
Kondisi perekonomian di Indonesia belum menunjukkan perubahan ke arah 
signifikan. Era globalisasi dan pasar terbuka (termasuk liberalisme pasar financial 
dan modal) menuntut dikembangkannya sistem dan paradigma baru dalam 
pengelolaan bisnis dan industri pasar uang. Negara Indonesia tidak dapat lagi 
mengandalkan proteksi, subsidi, dan kedekatan dengan pemerintah yang hanya 
berujung pada Kolusi, Korupsi,dan Nepotisme (KKN), penyakit kronis yang jalan 
penyelesaiannya mungkin hanya amputasi. Keterpurukan kondisi perekonomian 
tersebut penyebabnya berasal dari para pelaku bisnis antara lain kegagalan 
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korporasi, lemahnya daya saing hingga Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga 
banyak terjadi di kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kondisi itu terjadi 
karena banyak perusahaan dan kalangan pelaku bisnis tidak menerapkan prinsip-
prinsip perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pilar perekonomian berkewajiban 
melaksanakan GCG.(Panji, 2010) 
Adanya kegagalan beberapa perusahaan dan timbulnya kasus malapraktik 
keuangan akibat krisis tersebut adalah bukti kuat buruknya praktik Corporate 
Governance (CG).  Menurut Pangestu dan Hariyanto (dalam Suprayitno dkk., 2004), 
karakteristik lemahnya praktik CG di Asia Tenggara adalah (1) adanya konsentrasi 
kepemilikan dan kekuatan insider shareholders (termasuk pemerintah dan pihak-
pihak yang berhubungan dengan pusat kekuatan);  (2) lemahnya governance sektor 
keuangan; dan (3) ketidakefektifan internal rules dan tidak adanya lindungan hukum 
bagi pemegang saham minoritas untuk berhadapan dengan pemegang saham 
mayoritas dan manajer. 
Perusahaan publik menuntut agar setiap pimpinan dan seluruh karyawannya 
dapat menunjukkan tindakan yang terpuji kepada stakeholder dan dapat 
bertanggungjawab atas semua tindakan dan keputusannya dalam mengelola 
perusahaan.  Guna meningkatkan performansi perusahaan ke arah yang lebih baik, 
maka perusahaan harus dikelola secara profesional dengan mengindahkan prinsip-
prinsip good governance; prinsip good governance merupakan kaidah, norma 
ataupun pedoman yang harus digunakan oleh pimpinan perusahaan dan para 
pegawai agar segala tindakan maupun keputusan yang dilakukannya  adalah dalam 
rangka mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Kaidah, norma 
ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan 
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oleh pemerintah maupun ketentuan pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan 
pada perusahan publik.  Agar praktek-praktek good governance menjadi tindakan 
yang nyata dari pimpinan dan para pegawainya, maka diperlukan suatu pedoman 
Good Corporate Governance (GCG). 
Kajian mengenai corporate governance meningkat dengan pesat seiring 
dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, 
WorldCom, Maxwell, Polypec dan lain-lain. Oleh karena itu saat ini isu good 
corporate governance menjadi sangat penting. Keruntuhan perusahaan-perusahaan 
publik tersebut dikarenakan oleh strategi, prosedur maupun praktik curang (fraud) 
dari manajemen puncak yang berlangsung cukup lama karena lemahnya 
pengawasan yang independen oleh corporate boards.  
 Pada sidang senat guru besar Universitas Diponegoro Arifin (2005), 
menyampaikan bahwa isu hangat yang menarik perhatian para ekonom dan pelaku 
bisnis di Indonesia saat ini adalah tentang Good Corporate Governance (GCG). 
Sejak adanya krisis finansial di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali 
krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan 
Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia ini dipandang sebagai 
akibat lemahnya praktik Good Corporate Governance (GCG) di negara-negara Asia. 
Hal ini disebabkan adanya kondisi-kondisi obyektif yang relatif sirna di negara-
negara tersebut antara lain adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan 
pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga 
membuat negara-negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar 
bebas (Tjager dkk., 2003). 
Kenyataan ini sudah sangat sulit dipungkiri, bahwa selama sepuluh tahun 
terakhir, istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer. Tak hanya 
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populer, tetapi istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Hal itu, 
setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, GCG merupakan salah satu 
kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, 
sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang 
telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. 
Kedua, krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang 
diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Di antaranya, sistem Regulatory 
yang payah, Standar Akuntansi dan Audit yang tidak konsisten, praktek perbankan 
yang lemah, serta pandangan Board of Directors (BOD) yang kurang peduli 
terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. 
Saat ini GCG (Good Corporate Governance) memang  telah marak 
diimplementasikan di berbagai perusahaan. Meskipun demikian, pelaksanaan GCG 
belum menjamin bahwa perusahaan terbebas dari fraud dan praktik-praktik bad 
corporate governance. Data dari ACFE (Association of Certified Fraud Examiner) di 
Amerika, mencatat dari 1.134 kasus fraud yang ditemukan di negara itu selama 
2004-2006, rata-rata kerugiannya adalah US$159.000 per kasus. Hampir 1/4 dari 
seluruh kasus yang dikaji menyebabkan kerugian setidaknya US$1 juta per kasus, 
dan sembilan kasus menyebabkan kerugian setidaknya US$1 miliar per kasus. Hal 
ini tentu sangat membahayakan perusahaan apabila terus menerus dibiarkan. 
Contoh lainnya adalah terungkapnya kasus mark-up laporan keuangan PT 
Kimia Farma yang overstated, yaitu adanya penggelembungan laba bersih tahunan 
senilai Rp 32,668 miliar (karena laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 
miliar ditulis Rp 132 miliar). Kasus ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik 
(KAP) yang menjadi auditor perusahaan tersebut ke Pengadilan, meskipun KAP 
tersebut yang berinisiatif memberikan laporan adanya overstated (Tjager dkk., 
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2003). Dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan yang 
akurat (accurate disclosure) dan transparansi (transparency) yang akibatnya sangat 
merugikan para investor, karena laba yang overstated ini telah dijadikan dasar 
transaksi oleh para investor untuk berbisnis.  
Terungkapnya skandal Waskita Karya, salah satu BUMN Jasa Konstruksi 
yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan patut dicermati secara 
mendalam. Di tengah gembar-gembor pelaksanaan implementasi Good Corporate 
Governance BUMN, kasus ini memberikan tamparan keras untuk Kementerian 
Negara BUMN. Kasus Waskita, yang disebut-sebut sebagai Enron-nya Indonesia 
menunjukkan bahwa Kementerian Negara BUMN perlu berupaya lebih keras lagi 
dalam implementasi GCG di BUMN. 
Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip Good Coorporate 
Governance(GCG) saat ini di Indonesia adalah maraknya praktik korupsi, 
penggelembungan biaya, kolusi serta nepotisme yang masih terus dipupuk banyak 
perusahaan swasta maupun pemerintah termasuk di dalamnya BUMN. 
Sudah lama negeri ini digerogoti wabah korupsi, termasuk pemerasan 
terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). upaya menyehatkan BUMN terus 
dilakukan namun pada saat yang sama perilaku koruptif masih menggelayuti tubuh 
BUMN, bukan hanya karena salah urus oleh para pengelolanya sendiri, tapi justru 
oleh para politikus. Pada satu sisi, muncul kritik bahwa BUMN kurang profesional, 
masih banyak perusahaan pelat merah yang kurang sehat, dan kontribusinya rendah 
bagi negara dan masyarakat. Pada sisi lain, para politikus justru memeras BUMN, 
padahal seharusnya mereka memberikan dukungan politis dalam upaya 
menyehatkan BUMN, terutama dalam rangka mewujudkan Good Corporate 
Governance (Rofiq, 2012) 
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Pengelolaan perusahaan (corporate governance) dalam dunia ekonomi 
merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam 
pemerintahan negara. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada saat 
ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap 
perusahaan dan organisasi. Pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa 
perusahaan-perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan perannya 
dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. 
Implementasi GCG pada hakikatnya adalah menjadi corporate culture. 
Lemahnya implementasi GCG menunjukkan bukti bahwa GCG baru sampai tataran 
compliance driven, belum menjadi culture. Tidak menjadi culture pada hakikatnya 
membuka peluang terjadinya fraud. Fraud dapat dengan mudah terjadi, apabila 
insan perusahaan mendiamkan saja terjadinya pelanggaran (Fajri, 2009).  
Implementasi prinsip-prinsip Good Coorporate Governance tidak terlepas 
dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government 
Governance). Di era globalisasi tuntutan terhadap paradigma good governance 
dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance sendiri 
dapat diartikan sebagai terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik. 
Jika kondisi good governance dapat dicapai maka negara yang bersih dan responsif 
(clean and responsive state)  akan terujud, semaraknya masyarakat sipil (vibrant 
civil society)  dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (Go, 2012).  
Pemerintah Indonesia pun melakukan upaya-upaya khusus dan 
bergandengan tangan dengan komunitas bisnis dalam mensosialisasikan dan 
mengimplementasikan Good Coorporate Governance (GCG). Dua sektor penting 
yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Pasar Modal 
(Bapepam) telah menjadi perhatian pemerintah.  Salah satunya adalah Peraturan 
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Menteri Negara BUMN Nomor Pers-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada 
BUMN.  
Pasar modal juga perlu menerapkan prinsip-prinsip Good Coorporate 
Governance untuk perusahaan publik. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai regulasi 
yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menyatakan bahwa seluruh 
perusahaan tercatat wajib melaksanakan GCG  dimaksudkan untuk meningkatkan 
perlindungan kepentingan investor, terutama para pemegang saham di perusahaan-
perusahaan  terbuka. 
Dengan melihat beberapa contoh kasus yang sudah dipaparkan di atas, 
sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan GCG. 
Bukti lemahnya praktik coorporate governance di Indonesia mengarah pada defenisi 
pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo et. al. 
2004).  
Mengingat bahwa akhir-akhir ini coorporate governance merupakan salah 
satu topik pembahasan sehubungan dengan gencarnya publikasi tentang 
kecurangan (fraud) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi akibat kesalahan yang 
dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda 
tanya kecukupan (adequancy) coorporate governance. Demikian pula halnya 
tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan 
dipertanyakan. 
Penelitian mengenai bahasan pada penelitian kali ini sebenarnya telah diteliti 
sebelumnya di mana  Werner R. Murhadi melakukan Studi Pengaruh Good 
Corporate Governance Terhadap Praktik Earnings Management pada perusahaan 
terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik GCG 
berpengaruh signifikan terhadap praktik EM. Juga penelitian yang dilakukan oleh 
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Besari mengenai Pengaruh Kualitas Pelaksanaan GCG, Ukuran dan Kompleksitas 
Bank Terhadap Fraud. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh 
kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Fraud pada 
bank umum tahun 2007. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi 
berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kualitas pelaksanaan 
GCG dan kompleksitas bank terbukti berpengaruh negatif terhadap fraud. Selain itu 
penelitian dilakukan juga oleh Go Rizal Gozali mengenai Evaluasi Penerapan 
Prinsip-prinsip Good Coorporate Governance terhadap Perilaku Fraud 
menggunakan metode deskriptif dengan paradigma kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peranan penting antara penerapan Good Coorporate 
Governance terhadap perilaku fraud. 
Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai “Analisis Pengaruh  Penerapan Prinsip–prinsip Good Coorporate 
Governance Terhadap Perilaku Fraud pada PT. Pegadaian Persero)”. 
 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Sebagai salah satu BUMN, PT Pegadaian (Persero)  memiliki kewajiban 
untuk menerapkan GCG, mengingat BUMN memegang peranan yang signifikan dan 
berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional, maka BUMN perlu dikelola 
secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip–prinsip Good Coorporate 
Governance. Hal ini juga didukung oleh fakta  bahwa akhir–akhir ini coorporate 
governance merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan 
gencarnya publikasi tentang kecurangan (fraud) maupun keterpurukan bisnis yang 
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terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini 
menimbulkan suatu tanda tanya kecukupan (adequancy) coorporate governance  di 
tubuh BUMN. Oleh karena itu penulis memberikan batasan masalah tentang apakah  
penerapan prinsip–prinsip Good Coorporate Governance berpengaruh dalam 
mengendalikan perilaku Fraud di PT. Pegadaian (Persero)? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 
untuk mengetahui tentang pengaruh penerapan prinsip–prinsip Good Coorporate 
Governance terhadap perilaku Fraud pada PT. Pegadaian (Persero). 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan syarat dalam menempuh ujian 
Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.  
Hal penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat dirasakan atau 
diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan 
dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi peneliti 
Menambah wawasan serta pengetahuan peneliti mengenai pengaruh 
penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap perilaku 
Fraud. 
2. Bagi akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari penelitian-
penelitian sebelumnya mengenai praktik corporate governance berkaitan 
dengan Fraud serta dapat dijadikan referensi dalam mengadakan penelitian 
10 
 
 
 
lebih lanjut tentang masalah yang sama dan dapat diterapkan di masa yang 
akan datang. 
3. Bagi praktisi 
Penulis berharap hasil penelitian ini memberikan masukan dan kontribusi 
praktis bagi perusahaan yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran 
tentang pentingnya Good Coorporate Governance (GCG) yang seharusnya 
dilaksanakan oleh seluruh perusahaan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 
Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari 
praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi 
teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini 
menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang 
(prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agency) yaitu 
manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut ”nexus of contract”. 
Untuk memahami Good Corporate Governance digunakan dasar perspektif 
hubungan keagenan. Teori  keagenan menjelaskan hubungan antara agen dengan 
prinsipalnya, termasuk juga berkaitan dengan masalah yang timbul sebagai akibat 
hubungan tersebut.  Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan 
keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). 
Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agent  
bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya 
keagenan (agency cost).  
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa jika kedua kelompok (agent 
dan prinsipal)  adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka 
terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak 
yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan 
menetapkan insentif yang tepat bagi agen dan melakukan monitor yang didesain 
untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang. 
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Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori 
keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan 
kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah 
mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para 
investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin 
bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam 
proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana/capital yang telah ditanamkan oleh 
investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer 
(Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain corporate governance diharapkan 
dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost). 
 
2.2 Good Coorporate Governance 
2.2.1 Defenisi Good Coorporate Governance 
Governance di ambil dari kata latin, gubernance yang artinya 
mengarahkan dan megendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut 
diadaptasi menjadi gorporate governance yang sebagai upaya mengarahkan 
(directing) dan mengendalikan (control) kegiatan organisasi, termasuk 
perusahaan. 
Prinsip Good Governance merupakan kaidah, norma ataupun pedoman 
harus digunakan oleh pimpinan perusahaan dan para pegawai agar segala 
tindakan maupun keputusan yang dilakukannya  adalah dalam rangka 
mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang saham.  Kaidah, norma 
ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti kaidah yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah maupun ketentuan pengelolaan perusahaan yang 
telah ditetapkan pada perusahan publik.  Agar praktek-praktek good governance 
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menjadi tindakan yang nyata dari pimpinan dan para pegawainya, maka 
diperlukan suatu pedoman Good Corporate Governance (GCG). 
Good Corporate Governance (GCG) tidak lain merupakan kegiatan 
pengelolaan bisnis dari Perusahaan yang melibatkan kepentingan stakeholders 
dan penggunaan sumber daya dengan berprinsip keadilan, efisiensi, 
transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting oleh karena dua hal. Pertama, 
cepatnya perubahan lingkungan perusahaan yang berdampak pada kondisi 
persaingan global. Kedua, semakin banyak dan kompleksitasnya stakeholders 
termasuk struktur kepemilikannya. Hal inilah yang berdampak timbulnya 
 turbulensi, stres, risiko terhadap bisnis yang menuntut antisipasi terhadap 
peluang dan ancaman dalam strategi perusahaan termasuk sistem 
pengendaliannya. 
Banyak definisi yang berkaitan dengan corporate governance. Menurut 
sebagian besar pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional atau 
negara-negara maju dalam  tatanan common law system, bahwa corporate 
governance mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua pihak 
yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan. Pihak-pihak 
tersebut adalah pemegang saham, manajemen, dan Board of directors (BOD). 
Karena perbedaan sistem hukum di Indonesia yang menganut civil law, maka 
ketiga pelaku utama tersebut adalah pemegang saham, direksi/Board of 
Directors ( BOD), dan Dewan Komisaris/Board of Commissioners (BOC).  
Menurut Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dikutip 
oleh Go (2012) Good Corporate Governance (GCG) memiliki defenisi seperti 
berikut ini: 
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“Corporate governance sebagai perangkat peraturan yang menetapkan 
hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 
pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan intern 
dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban 
mereka, atau dengan kata lain sistem yang megarahkan dan 
mengendalikan perusahaan”. 
 
Komite Cadbury dalam Indra Surya & Ivan (2006), mendefenisikan 
corporate governance sebagai: 
“Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai 
keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh 
perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan 
pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan 
peraturan kewenagan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan 
sebagainya”. 
 
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) yang 
anggota-anggotanya antara lain, Amerika Serikat, negara-negara Eropa 
(Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, 
Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Turki, dan 
Inggris) dan negara-negara Asia Pasifik (Australia, Jepang, Korea, Selandia 
Baru) mendefenisikan Corporate Governance sebagai : 
“Corporate Governance is the system by which business corporations 
are directed and controlled. The corporate governance structure 
specifies the distribution of rights and responsibilities among different 
participants in the corporation, such as, the board managers, 
shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and 
procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this it 
also provides the structure through which the company objectives are 
set, and the means of attaining those objectives and monitoring 
performance”. 
 
Tulisan OECD mendefenisikan corporate governance sebagai 
sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan 
pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan 
perusahaan. Corporate Governance juga mengisyaratkan adanya struktur, 
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perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. Corporate 
Governance yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik 
bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan 
kepentingan perusahaan atau pemegang saham dan harus menfasilitasi 
pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk 
menggunakan sumber daya dengan lebih efisien (Iman dan Amin, 2002). 
Bank Dunia (World Bank) dalam Andrew (2012), mendefenisikan 
corporate governance sebagai  berikut : 
“Corporate Governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-
kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-
sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi 
jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham 
maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”. 
 
Menurut  Keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-
/2002 dalam  Indra dan Ivan (2006), coorporate governance adalah : 
“Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk 
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 
memerhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 
perundangan dan nilai-nilai etika “. 
 
Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa corporate 
governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan 
tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder’s value) serta 
mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 
(stakeholder) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, 
pemerintah dan masyarakat luas. 
Menurut Chin dan Shaw dalam Go (2012), dua teori yang terkait dengan 
coorporate governance  adalah stewardship theory dan agency theory. 
Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia 
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yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak 
dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak 
lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para 
pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang 
manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi 
kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory  yang 
dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) memandang bahwa 
manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan 
bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai 
pihak yang arif dan bijaksana  serta adil terhadap pemegang saham. 
Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon 
lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai 
pemikiran mengenai coorporate governance berkembang dengan bertumpu 
pada agency theory  di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan 
kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
 
2.2.2. Konsep GCG menurut UU BUMN 
  Konsep GCG di BUMN terdapat dalam poin IV dan poin VI dari 
penjelasan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam 
kedua poin tersebut bahwa:  
1. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan  
keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin 
terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan 
profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan 
pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan  BUMN harus dilakukan 
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berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good 
coorporate governance). 
2. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi 
pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-
dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good 
coorporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat 
penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. 
Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi  di berbagai 
negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-
perusahaan di negara tersebut tidak menerapakan prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik (good coorporate governance) secara 
konsisten. 
3. Undang-Undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan 
dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas 
guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan 
BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola 
perusahaan yang baik (good coorporate governance). 
4. Undang-Undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran 
lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham atau 
pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan 
BUMN selaku operator dengan lembaga pemerintah sebagai regulator. 
 
2.2.3 Sejarah Good Coorporate Governance 
Konsep Corporate Governance yang komperhensif mulai berkembang 
sejak setelah kejadian The New York Stock Exchange Crash pada 19 Oktober 
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1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa 
efek New York, mengalami kerugian financial yang cukup besar. Di kala itu, 
untuk mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, banyak para eksekutif 
melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana 
“menyembunyikan” kerugian perusahaan atau memperindah kinerja manajemen 
dan laporan keuangan.  
Yang dilakukan tidak hanya window dressing tetapi juga financial 
engineering. Lazimnya pada situasi bisnis kondusif, penyimpangan kelakuan 
baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam perusahaan sangat kabur, 
namun pada saat kesulitan, maka mulailah terbuka segala macam sumber-
sumber penyimpangan dan penyebab kerugian dan kejatuhan perusahaan, 
mulai dari kelakuan profiteering, commercial crime hingga economic crime. 
Dengan kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh 
segenap negarawan, cendekiawan dan usahawan, maka dimulailah gerakan 
untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan. Gerakan ini 
dimulai dari tokoh-tokoh di Inggris yang dipimpin oleh Sir Adrian Cadburt, yang 
pada saat itu sebagai direktur Bank of England dan mantan CEO Group 
Cadbury. 
Sejak terbitnya cadbury code on corporate governance pada tahun 1992, 
semakin banyak intitusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip-
prinsip dan petunjuk teknis good corporate governance, antara lain internasional 
corporate governance network (ICGN) yang mendorong organisation for 
economic co-operatiaon and development (OECD) mengeluarkan OECD 
principles on corporate governance. ICGN sangat berkepentingan dalam 
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implementasi GCG, karena anggota mereka terdiri dari institusi dana pensiun 
dan asuransi yang mengelola dana nasabah untuk investasi jangka panjang. 
 
2.2.4 Prinsip-prinsip Good Coorporate Governance 
Mengingat BUMN memegang peranan yang sangat signifikan dan 
berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional, maka BUMN perlu 
dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate 
governance. 
Pemerintah, dalam hal ini menteri BUMN, cukup responsif terhadap 
tuntutan tersebut,  hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Surat  Keputusan 
Menteri BUMN No. 117/-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan  
Praktik GCG pada BUMN. Pasal 3  dari Surat Keputusan tersebut memuat 
prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (GCG) sebagai berikut : 
1. Transparency (keterbukaan informasi), 
Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan 
dan pengungkapan  informasi materil yang  relevan mengenai 
perusahaan. 
2. Disclosure (Pengungkapan) 
Yaitu penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik 
diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan 
kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan. 
3. Independence (Kemandirian) 
Yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional 
tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun 
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yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan 
prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
4. Accountability (Akuntabilitas) 
Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban 
manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 
secara efektif dan ekonomis. 
5. Responsibility (Pertanggungjawaban) 
Yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
6. Fairness (Kewajaran) 
Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku 
kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Organization for Economic Co-operatian and Development (OECD) yang 
beranggotakan beberapa negara, antara lain : Amerika Serikat, negara-negara 
Eropa (Austria, Belgia, Denmark, Irlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, 
Luxemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Turki, 
Inggris), serta negara-negara Asia Pasifik (Australia, Jepang, Korea, Selandia 
Baru), telah mengembangkan The OECD principles of corporate governance 
pada bulan April 1998. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk 
digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik 
sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian prinsip 
yang universal tersebut akan menjadi pedoman untuk semua negara atau 
perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang 
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berlaku di negara masing-masing. Prinsip-prinsip corporate governance yang 
dikembangkan oleh OECD tersebut mencakup 5 (lima) hal berikut : 
1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The right of 
Stakeholders) 
Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu 
melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham 
minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu: 
a. Hak memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran 
kepemilikan. 
b. Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan 
saham. 
c. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan 
yang berkala dan teratur. 
d. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS). 
e. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi. 
f. Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan. 
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (The Equitable 
Treatment of Shareholders) 
Kerangka yang dibangun dalam corporate governance haruslah menjamin 
perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk 
pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik 
perdangangan berdasarkan informasi orang dalam (insider trading) dan 
transaksi dengan diri sendiri (self deading). Selain itu, prinsip ini 
mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika 
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menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik 
kepentingan (conflict if interest). 
3. Peran pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (The Role of 
Stakeholders) 
Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus memberikan 
pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana 
ditentukan oleh undang-undang dan mandorong kerja sama yang aktif 
antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka 
menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta berkesinambungan 
(going concern). 
4. Pengungkapan dan transparansi (disclosure and transparansy) 
Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus menjamin 
adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap 
permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Informasi yang diungkapkan 
harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang 
berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor 
eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat 
independen atas laporan keuangan. 
5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (The Responsibility of The 
Board) 
Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus menjamin 
adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif 
terhadap manajeman oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban 
terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat 
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kewenagan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional komisaris 
kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 
 
2.2.5 Tujuan Good Coorporate Governance di BUMN 
Adapun enam tujuan penerapan good coorporate governance (GCG) 
pada BUMN adalah sebagai berikut: 
1. Untuk memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip 
terbuka, akuntabel, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar 
perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun 
internasional. 
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan 
efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 
organ. 
3. Mendorong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan, 
organ dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan 
tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan, termasuk 
kelestarian lingkungan sekitar  di wilayah BUMN. 
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasioanal. 
5. Meningkatkan iklim investasi nasional 
6. Menyukseskan program privatisasi. 
 
2.2.6 Manfaat GCG di BUMN 
Manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip good 
coorporate governance di BUMN adalah sebagai berikut: 
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1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 
keputusan yang baik. 
2. Peningkatan efisiensi operasional perusahaan. 
3. Peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan. 
4. Kemudahan untuk memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah dan 
tidak kaku (karena faktor kepercayaan), yang pada akhirnya akan 
meningkatkan nilai perusahaan (coorporate value). 
5. Peningkatan minat investor untuk membeli saham BUMN yang 
bersangkutan, apabila BUMN tersebut telah Go public. 
 
2.3 Kecurangan (Fraud) 
Pemasalahan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis dalam dunia 
usaha adalah suatu permasalahan yang tidak akan pernah habisnya untuk 
dibicarakan. Terlebih lagi, Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi 
tertinggi di dunia (Transparancy International, 2005). Saat ini terdapat perhatian 
yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 
pemerintah, perusahaan milik negara/daerah dan berbagai organisasi publik lainnya 
dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya serta terdapat tuntutan yang 
lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik 
oleh lembaga-lembaga sektor publik. Perusahaan negara juga tidak luput dari 
tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi dan nepotisme, in-efisiensi dan sumber 
pemborosan negara. 
Kecurangan bermula dari yang kecil, kemudian membesar dan pada akhirnya 
akan mencelakakan. Untuk itu perlu ada semacam program yang terstruktur serta 
tertata baik menekan praktik kecurangan. Tujuan utamanya mencegah dan 
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mendeteksi kecurangan serta melakukan langkah penyelamatan dari kerugian yang 
tidak diinginkan. 
The Institute of International Auditors (IIA) mendefenisikan  Fraud sebagai 
berikut: 
“An array of irregulation and illegal acts characterized by intentional 
deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the detriment of the  
organization and by persons outside as well as inside organizatioan”  . 
 
Tulisan IIA mendefenisikan Fraud sebagai suatu kesatuan  penyimpangan 
dan tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan yang disengaja, yang dapat 
dilakukan oleh dan untuk keuntungan bagi organisasi dan atau individu baik di dalam 
maupun di luar organisasi. Dari defenisi ini memperlihatkan bahwa dalam 
kecurangan ada penyimpangan dan atau tindakan illegal, penipuan yang disengaja 
yang menguntungkan individu atau organisasi, artinya di balik itu ada pihak yang 
dirugikan, sedangkan pelakunya bisa organisasi atau individu. Hal ini dapat 
dilakukan untuk manfaat dan/atau kerugian organisasi oleh orang di luar organisasi 
atau orang lain dalam organisasi. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa 
kecurangan ini adalah suatu penyajian yang palsu atau penyembunyian fakta yang 
material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu secara tidak sah. 
Kamus asuransi yang menjadi panduan bagi praktisi asuransi di Indonesia 
menyamakan pengertian fraud dengan tindak pidana penipuan, dan memberi 
pengertian fraud sebagai tindakan penipuan, misrepresentatisi fakta penting yang 
dibuat secara sengaja, dengan maksud orang lain mempercayai fakta itu dan 
akibatnya orang itu menderita kesukaran keuangan. 
Simanjuntak (2008) mengklasifikasikan fraud (kecurangan) menjadi 4 
golongan berdasarkan pencatatan, frekuensi, konsiprasi dan keunikan.  
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1. Berdasarkan Pencatatan  
Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga 
kategori, yaitu:  
a. Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi 
pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (fraud open on-
thebooks), kecurangan jenis ini lebih mudah untuk ditemukan. 
b. Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi di antara 
catatan akuntansi yang valid, seperti: kickback (fraud hidden on the-books)  
c. Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat 
dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti: 
pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah 
dihapusbukukan/di-write-off (fraud off-the books), kecurangan jenis ini 
paling sulit untuk ditemukan.  
2. Berdasarkan Frekuensi  
Pengklasifikasian kecurangan berdasarkan frekuensi terjadinya, yaitu:  
a. Tidak berulang (non-repeating fraud).  
Kecurangan yang tidak berulang, walaupun terjadi beberapa kali, pada 
dasarnya bersifat tunggal. Misalnya kecurangan dalam pembayaran cek 
mingguan karyawan, maka pelaku memerlukan kartu kerja mingguan untuk 
melakukan pembayaran cek yang tidak benar.  
b. Berulang (repeating fraud)  
Kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan 
hanya diinisiasi/diawali sekali saja, selanjutnya kecurangan terjadi terus-
menerus sampai dihentikan. Misalnya cek pembayaran gaji bulanan yang 
dihasilkan secara otomatis tanpa harus melakukan penginputan setiap saat. 
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Penerbitan cek terus berlangsung sampai diberikan perintah untuk 
menghentikannya.  
3. Berdasarkan Konspirasi  
Kecurangan yang terjadi karena adanya konspirasi bona fide maupun pseudo. 
Bona fide conspiracy, yaitu semua pihak sadar akan adanya kecurangan, 
sedangkan pseudo conspiracy yaitu ada pihak-pihak yang tidak mengetahui 
terjadinya kecurangan.  
4. Berdasarkan Keunikan  
Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
a. Kecurangan khusus (specialized fraud),  
Terjadi secara unik pada orang-orang yang bekerja pada operasi bisnis 
tertentu. Contoh:  
1) Pengambilan aset yang disimpan deposan pada lembaga-
lembaga keuangan, seperti bank, dana pensiun, reksa dana. 
Kecurangan jenis disebut juga dengan custodial fraud, 
2) Klaim asuransi yang tidak benar.  
b. Kecurangan umum (garden varieties of fraud)  
Mungkin hadapi oleh semua orang dalam operasi bisnis secara umum. 
Misalnya kickback yaitu penetapan harga yang tidak benar, pesanan 
pembelian/kontrak yang lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya, 
pembuatan kontrak ulang atas pekerjaan yang telah selesai, pembayaran 
ganda, dan pengiriman barang yang tidak benar. 
The ACFE (The Association of Certified Fraud Examiners), asosiasi 
pemeriksa kecurangan  bersertifikat yang berkedudukan di Amerika Serikat, 
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menggolongkan kecurangan dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan 
perbuatan yaitu : 
1. Penyimpangan atas Asset (Asset Misappropriation)  
Penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini 
merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang 
tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value).  
2. Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (Fraudulent Statement)  
Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau 
instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya 
dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam 
penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin 
dapat dianalogikan dengan istilah window dressing.  
3.  Korupsi (Corruption)  
Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama 
dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Fraud jenis ini yang terbanyak 
terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan 
masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor 
integritasnya masih dipertanyakan. Korupsi sering kali tidak dapat dideteksi 
karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Termasuk di 
dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of 
interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal 
gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). 
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2.4. Kerangka Pemikiran  
Pada penelitian kali ini, penulis akan meneliti tentang efektivitas penerapan 
prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (GCG) pada salah satu BUMN yaitu 
PT Pegadaian (Persero) terhadap perilaku fraud. 
Good Coorporate Governance (GCG) sendiri merupakan kaidah, norma 
ataupun pedoman harus digunakan oleh pimpinan perusahaan dan para pegawai 
agar segala tindakan maupun keputusan yang dilakukannya  adalah dalam rangka 
mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang saham, sedangkan fraud  terkait 
dengan perilaku penyimpangan dan tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan 
yang disengaja, yang dapat dilakukan oleh dan untuk keuntungan bagi organisasi dan 
atau individu baik di dalam maupun di luar organisasi. 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Proses Berpikir 
 
2.4. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan uraian dari latar belakang, perumusan masalah, landasan teori 
pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menetapkan hipotesis berikut ini: 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) salah satunya PT  Pegadaian (Persero), 
sebagai pilar perekonomian berkewajiban melaksanakan GCG di mana perusahaan 
publik menuntut agar setiap pimpinan dan seluruh karyawannya dapat menunjukkan 
tindakan yang terpuji kepada stakeholder dan dapat bertanggungjawab atas semua 
tindakan dan keputusannya dalam mengelola perusahaan.  Guna meningkatkan 
FRAUD 
(KECURANGAN)  
GCG(GOOD 
COORPORATE 
GOVERNANCE) 
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performansi perusahaan ke arah yang lebih baik, maka perusahaan harus dikelola 
secara profesional dengan mengindahkan prinsip-prinsip Good Coorporate 
Governance .  
Implementasi GCG pada hakikatnya adalah menjadi corporate culture. 
Lemahnya implementasi GCG menunjukkan bukti bahwa GCG baru sampai tataran 
compliance driven, belum menjadi culture. Tidak menjadi culture pada hakikatnya 
membuka peluang terjadinya perilaku  fraud. 
Penelitian mengenai bahasan pada penelitian kali ini sebenarnya telah diteliti 
sebelumnya di mana  Werner R. Murhadi melakukan Studi Pengaruh Good 
Corporate Governance terhadap Praktik Earnings Management pada perusahaan 
terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik GCG 
berpengaruh signifikan terhadap praktik EM. Juga penelitian yang dilakukan oleh 
Besari mengenai Pengaruh Kualitas Pelaksanaan GCG, Ukuran dan Kompleksitas 
Bank Terhadap Fraud. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengivestigasi pengaruh 
kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Fraud pada 
bank umum tahun 2007. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi 
berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kualitas pelaksanaan 
GCG dan kompleksitas bank terbukti berpengaruh negatif terhadap fraud. 
Jadi, hipotesis pada penelitian kali ini yaitu Good Corporate 
Governance(GCG) berpengaruh terhadap perilaku fraud. 
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BAB III 
 
METODE PENELITIAN  
3.1. Rancangan  Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian memberikan pengetahuan 
dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah serta menghadapi 
tantangan lingkungan di mana pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat. 
Keputusan yang diambil akan bersifat lebih ilmiah jika dilakukan melalui proses 
penelitian. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip 
Good Coorporate Governance terhadap perilaku Fraud pada PT. Pegadaian (Persero). 
Dalam penelitian ini prinsip-prinsip Good Coorporate Governance merupakan variabel 
bebas (independen) dan Fraud merupakan  variabel terikat (dependen). 
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey, didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan 
dengan materi penelitian, relevansi antara judul dengan metode penelitian untuk 
mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memecahkan 
permasalahan yang ada. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuanlitatif. Metode 
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada polpulasi atau sampel tertentu, pengumpulan 
data mengunakan instumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif. 
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3.2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PTPegadaian (Persero) kantor wilayah VIMakassar yang 
terletak di jalan Mappanyuki Nomor 49, Makassar, Sulawesi Selatan . 
  
3.3. Populasi dan Sampel 
Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada 
PTPegadaian (Persero)kantor wilayah  VI Makassar. Selain itu pada penelitian ini 
menggunakan penentuan sampel yang dikemukakan oleh Suliyanti (2006), yaitu: 
ɳ           N 
1+ N(e)2 
ɳ   69 
       1+69(0,1)2 
ɳ        =40,82 
 Pembulatan ɳ=40 
Keterangan: 
ɳ = Jumlah Sampel 
N = Populasi 
e = Margin of error (kesalahan maksimum yang bisa ditolerir sebesar 10 persen 
  Berdasarkan  perhitungan di atas, maka jumlah sampel minimum dalam 
penelitian ini sebanyak 40 orang. Namun untuk mengantisipasi kuesioner yang tidak 
kembali ataupun cacat, maka kuesioner penelitian didistribusikan 50 kuesioner. 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 
3.4. Jenis dan Sumber Data 
3.4.1. Jenis Data 
 Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait baik dari PT Pegadaian (Persero) maupun pihak lain yang dianggap 
kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini. 
2. Data kuantitatif yaitu berupa berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh 
responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner serta data pendukung 
lainnya. 
 
3.4.2 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung 
dengan pihak perusahaan yang terkait maupun dengan pemberian kuesioner 
kepada para karyawan PT Pegadaian (Persero) kantor wilayah Makassar. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan 
pembahasan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan menggunakan 
teknik - teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai gambaran 
umum perusahaan dan data-data yang relevan dengan subjek penelitian yang 
dilakukan. Adapun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 
ini adalah : 
a. Kuisioner 
Merupakan suatu lembar isian yang didalamnya berisi pernyataan-pernyataan 
yang harus dijawab oleh responden yang berhubungan dengan penelitian. 
Adapun sumber pertanyaan dalam kuisioner adalah dari penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Go Rizal pada 2012 tetapi pada penelitian kali ini, penulis 
melakukan modifikasi skala jawaban pertanyaan dan pengukurannya dilakukan 
dengan skala Likert. Untuk menggunakan skala ini digunakan pertanyaan pilihan 
ganda dengan jawaban yang mempunyai skor 1,2,3,4 dan 5, dimana responden 
diminta untuk memilih jawaban jawaban yang paling tepat  (Tidak Pernah = 1, 
Hampir Tidak Pernah = 2, Kadang-kadang= 3, Sering= 4, Selalu= 5). 
b. Wawancara 
Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 
jawab secara langsung para pejabat yang berwenang atau pada bagian yang 
berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Wawancara digunakan 
sebagai sudut pandang yang lain bagi penguatan kuesioner yang diisi oleh 
responden. 
 
3.6. Defenisi Variabel Penelitian 
 Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel dependen dan 
variabel independen. Variabel dependen (Y) yaitu Good Coorporate Governance 
(GCG)  sedangkan variabel independen (X) yaitu fraud. 
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1. Good Coorporate Governance  (GCG) 
Coorporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola 
perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham 
(shareholder’s value) sertamengakomodasi berbagai pihak yang 
berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder) seperti kreditor, supplier, 
asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat 
luas.Prinsip–prinsip Good Coorporate Governance (GCG) yaitu 
(1).Transparency (keterbukaan informasi),(2).Independence(Kemandirian), 
(3).Accountability (Akuntabilitas), (4).Responsibility (Pertanggungjawaban), 
(5). Fairness (Kewajaran). 
2. Fraud 
Pada dasarnya fraud adalah merupakan serangkaian ketidakberesan 
(Irregularities) mengenai perbuatan melawan hukum (Illegal acts), yang 
dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. 
 
3.7. Teknik Analisis Data 
3.7.1. Uji Kualitas Data 
Untuk menguji kualitas pengumpulan data dalam penelitian ditentukan oleh 
instrumen pengumpulan datanya. Instrumen itu dikatakan berkualitas dan dapat 
dipertanggung jawabkan pemakaiannya bila sudah diuji validitas dan reabilitasnya. 
Oleh karena itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas data sebagai berikut: 
 
a. Uji Validitas Data 
Sebuah pengukuran dikatakan valid jika dapat mengukur tujuannya dengan 
benar (Jogyanto, 2004). Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk 
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malakukan tugasnya mencapai sasarannya. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini berbentuk kuesioner, sehingga pengujian validitas dapat dilakukan 
dengan membandingkan antara isi instrumen dan materi pelajaran yang telah 
diajarkan. Nilai koefisien korelasi antara korelasi dan skor setiap item dengan skor 
total dihitung dengan korelasi product moment. 
 
b. Uji Reliabilitas Data 
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil 
pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 
terhadap pernyataan yang sama menggunakan alat ukur yang sama pula. 
Reabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurannya. Besarnya 
tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas 
(Jogiyanto, 2004:132). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 
Cronboach Alpha (α), dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliable) 
bila memiliki α ≥ 0,60. 
 
3.7.2. Uji Hipotesis 
 Untuk melakukan pengujian hipotesis, digunakan analisis regresi linear 
sederhana , model regresi tersebut adalah sebagai berikut: 
   Y = a + bX 
Keterangan: 
Y= fraud 
a  = konstanta 
X= Good Coorpoate Governance 
b = koefisien regresi 
e  = error (tingkat kesalahan) 
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3.7.2.1. Uji Signifikan Parsial (Uji t) 
Digunakan untuk memperkuat keyakinan penulis tentang kesimpulan hasil 
yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan analisis korelasi linear. Di samping itu 
analisis ini juga dapat di gunakan untuk mengetahui apakah bukti yang ada memadai 
atau tidak dengan signifikan sebesar 5%, sehingga kesimpulan yang diambil jika 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual pada 
taraf 5% berarti hipotesis diterima. Jika lebih besar dari 5% berarti hipotesis ditolak. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1  Deskripsi Data 
 Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan 
kuesioner pada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan 
sampel yaitu karyawan  PT Pegadaian (Persero) kantor wilayah Makassar yang 
berjumlah  empat divisi yaitu divisi Operasional dan Pengembangan, divisi 
Keuangan, divisi SDM, dan divisi Logistik. Proses pendistribusian hingga 
pengumpulan data dilakukan kurang lebih tiga minggu yaitu dari tanggal 22 
September–18 Oktober 2013. Kuesioner dibagikan kepada 50 karyawan yang ada di  
kantor wilayah PT Pegadaian (Persero) Makassar. Distribusi kuesioner dalam 
penelitian ini secara lengkap tersaji dalam tabel berikut. 
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner 
No Keterangan 
Jumlah 
Kuesioner 
Persentase 
1 Distribusi kuesioner 50 100% 
2 Kuesioner yang kembali 40 80% 
3 Kuesioner yang tidak kembali 10 20% 
4 Kuesioner yang cacat 0 0% 
5 Kuesioner yang dapat diolah 40 80% 
n sampel = 40 
Responden Rate =(40/50) x 100%=80%  
     Sumber: Data Primer, diolah 2013 
 
4.2 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik 
variabel penelitian. Analisis penelitian didasarkan pada hasil jawaban responden 
terhadap 54 pertanyaan. Hasil uji statistik deskriptif secara keseluruhan ditunjukkan 
oleh tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel secara Keseluruhan 
 
Variabel Penelitian 
Kisaran 
Teoritis 
Kisaran 
Aktual 
 
Mean 
Standard 
Deviation 
Prinsip-prinsip GCG 22-110 93-110 106,9250 3,18158 
Fraud 32-160 102-155 138,2500 19,74420 
Sumber: Data Primer, diolah 2013 
 
 Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat dideskripsikan bahwa untuk variabel 
prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (GCG), kisaran teoritis bernilai antara 
22-110, kisaran aktual terendah 93 dan tertinggi 110, nilai rata-rata mean 106,9250 
dan standar deviasi 3,18158. Dengan demikian variabel Good Coorporate 
Governance menunjukkan bahwa skor jawaban responden berada pada tingkat 
penerapan GCG yang tinggi. Variabel perilaku fraud dengan nilai kisaran teoritis 
antara 32-160, kisaran aktual terndah 102 dan tertinggi 155, nilai rata-rata mean 
138,2500 dan standar deviasi 19,74420. Dengan demikian skor jawaban untuk 
variabel perilaku fraud menunjukkan tingkat pengendalian terhadap Fraud tinggi. 
 
4.3 Uji Kualitas Data 
4.3.1 Uji Validitas 
 Validitas menunjukkan  sejauh mana suatu alat pengukur yang digunakan 
dapat mengukur apa yang ingin diukur. Perhitungan deilakukan dengan rumus 
korelasi produk momen Pearson (Pearson’s product Moment) dalam program SPSS. 
Untuk mengetahui validitas pertanyaan dari setiap variabel, maka rhitung dibandingkan 
dengan rtabel. rtabel dapat dihitung dengan df(degree of freedom) yaitu dengan rumus 
df=N-2, dalam hal ini N adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini sampel berjumlah 
40 dengan demikian dapat dihitung df=40-2=38. Berdasarkan tabel r dengan 
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signifikansi 0,05, apabila df=38, maka diperoleh rtabel=0,320. Dengan demikian, jika 
rhitung > rtabel, maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Hasil pengujian 
validitas untuk setiap variabel ditampilkan dalam tabel-tabel berikut. 
1.Good Coorporate Governance (GCG) 
Tabel 4.3 menunjukkan Corrected Item-Total Correlation (rhitung) untuk setiap item 
pertanyaan lebih besar dari rtabel. Hal ini berarti bahwa semua indikator/item 
pertanyaan yang mengukur variabel  Good Coorporate Governance adalah valid. 
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Good Coorporate Governance 
Item Pertanyaan rhitung rtabel Kesimpulan 
1 0,338 0,320 Valid 
2 0,430 0,320 Valid 
3 0,724 0,320 Valid 
4 0,582 0,320 Valid 
5 0,686 0,320 Valid 
6 0,390 0,320 Valid 
7 0,549 0,320 Valid 
8 0,333 0,320 Valid 
9 0,350 0,320 Valid 
10 0,331 0,320 Valid 
11 0,363 0,320 Valid 
12 0,323 0,320 Valid 
13 0,323 0,320 Valid 
14 0,323 0,320 Valid 
15 0,323 0,320 Valid 
16 0,331 0,320 Valid 
17 0,580 0,320 Valid 
18 0,333 0,320 Valid 
19 0,383 0,320 Valid 
20 0,705 0,320 Valid 
21 0,390 0,320 Valid 
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22 0,580 0,320 Valid 
Sumber: Data Primer, diolah 2013 
  
1. Fraud 
Tabel 4.4 menunjukkan Corrected Item-Total Correlation (rhitung) untuk setiap 
item pertanyaan lebih besar dari 0,320 yang merupakan nilai rtabel. Hal ini berarti 
semua item yang mengukur  variabel fraud dinyatakan valid. 
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Fraud 
Item Pertanyaan rhitung rtabel kesimpulan 
1 0,605 0,320 Valid 
2 0,376 0,320 Valid 
3 0,605 0,320 Valid 
4 0,565 0,320 Valid 
5 0,516 0,320 Valid 
6 0,812 0,320 Valid 
7 0,321 0,320 Valid 
8 0,519 0,320 Valid 
9 0,446 0,320 Valid 
10 0,329 0,320 Valid 
11 0,357 0,320 Valid 
12 0,464 0,320 Valid 
13 0,479 0,320 Valid 
14 0,812 0,320 Valid 
15 0,321 0,320 Valid 
16 0,647 0,320 Valid 
17 0,529 0,320 Valid 
18 0,352 0,320 Valid 
19 0,379 0,320 Valid 
20 0,647 0,320 Valid 
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21 0,486 0,320 Valid 
22 0,352 0,320 Valid 
23 0,536 0,320 Valid 
24 0,717 0,320 Valid 
25 0,413 0,320 Valid 
26 0,386 0,320 Valid 
27 0,614 0,320 Valid 
28 0,529 0,320 Valid 
29 0,352 0,320 Valid 
30 0,812 0,320 Valid 
31 0,413 0,320 Valid 
32 0,810 0,320 Valid 
Sumber: Data Primer, diolah 2013 
 
4.3.2 Uji Reliabilitas 
 Pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu instrumen tersebut 
dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Metode yang 
digunakan adalah Cronbach’s Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai 
Cronbach’s Alpha > 0,60. 
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Data 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
Good Coorporate Governance 0,850 > 0,60 Reliabel 
Fraud 0,922 > 0,60 Reliabel 
Sumber: Data Primer, diolah 2013 
 
 
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua 
variabel yang dijadikan instrumen adalah reliabel atau dapat dipercaya dan dapat 
digunakan sebagai alat pengumpul data sebab nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. 
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Reliabilitas yang semakin tinggi menunjukkan hasil ukur yang  didapatkan semakin 
terpercaya. 
 
4.3 Pengujian Hipotesis 
 Untuk menguji hipotesis yang diajukan, pengujian secara statistik perlu 
dilakukan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana 
dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good 
Coorporate Governance terhadap perilaku fraud. Proses analisis data ini dibantu 
dengan program computer Statistical Package for Social Science(SPSS). 
1. Koefisien Korelasi dan Determinasi 
Koefisien korelasi (R) menunjukkan derajat hubungan(korelasi) antara 
variabel independen dan depanden. 
Tabel 4.6 Koefisien Determinasi (R2) 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error  of 
the Estimate 
1 ,702
a 
,492 ,479 2,29686 
Sumber: Output SPSS 20, diolah 2013 
 R menunjukkan korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih 
variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 
1. Jika nilainya mendekati 1, maka hubungan  semakin erat. Sebaliknya, jika 
mendekati 0, maka hubungan semakin lemah. Berdasarkan  hasil uji statistik, angka 
R didapat 0,702, artinya korelasi antara variabel Good Coorporate Governance 
terhadap perilaku fraud sebesar 0,702. Hal ini berarti terjadi hubungan yang kuat 
karena nilainya mendekati 1. 
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 R Square (R2) menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke 
bentuk persen, artinya persentase sumbangan  pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen. Nilai  R Square sebesar 0,492, artinya persentase 
sumbangan pengaruh variabel Coorporate Governance terhadap perilaku fraud 
sebesar 49,2 persen, sedangkan sisanya sebesar 50,8 persen dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. 
 Adjusted R Square adalah R square yang telah disesuaikan. Nilai yang 
diperoleh sebesar 0,479. 
 Standard Error of the Estimate adalah ukuran kesalahan prediksi. Dalam 
kasus ini nilainya sebesar 2,29686. Artinya, kesalahan yang dapat terjadi dalam 
memprediksi Fraud sebesar 2,29686. 
2. Uji t 
Uji t digunakan untuk melihat  pengaruh variabel independen terhadap dependen 
secara parsial. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Jika 
nilai thitung >ttabel dengan signifikansi 0,05 dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau dapat juga 
dilakukan dengan melihat nilai signifikan thitung yang berada di bawah 0,05. 
Sebaliknya, jika thitung < ttabel dengan signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa 
secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen atau dapat juga dilakukan dengan melihat signifikansi thitung yang 
berada di atas 0,05. Cara menentukan ttabel adalah mengetahui tingkat signifikansi 
atau probabilitas(pr) dan derajat bebas (df) dalam tabel t. Ttabel dapat dilihat pada 
signifikansi 0,05/2=0,025 dengan derajat bebas (df=n-k-1) adalah 42. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji t 
No. Model 
Regresi 
Koefisien 
Regresi 
Nilai t Sig. 
1 Constant 91,296 35,103 0,00 
2. GCG 0,113 6,069   0,00 
Sumber: Data Primer, diolah 2013 
  
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.7 diperoleh model 
persamaan regresi sederhana sebagai berikut: 
Y= 91,296 + 0,113X 
 
a. Kostanta  
Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat diketahui bahwa nilai thitung sebesar 
35,103 dengan nilai signifikan 0,00  sedangkan nilai ttabel signifikansi 0,05 sebesar 
2,026. Nilai thitung lebih besar dari pada nilai ttabel dan nilai signifikansi lebih kecil 
dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan kostanta dalam penelitian ini signifikan. 
Pada persamaan regresi di atas, kostanta memiliki koefisien regresi sebesar 
35,103 yang berarti jika variabel Good Coorporate Governance (GCG) dianggap 
konstan, perilaku fraud akan mengalami peningkatan sebesar 35,103. 
b. Good Coorporate Governance 
Variabel Good Coorporate Governance (X) memiliki nilai thitung sebesar 6,069 
dengan tingkat signifikansi 0,00 sedangkan nilai ttabel sebesar 2,062 dengan 
signifikansi 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari 
nilai ttabel dengan nilai signifikan variabel Good Coorporate Governance  lebih kecil 
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dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Good Coorporate Governance  
berpengaruh signifikan terhadap perilaku fraud sehingga hipotesisnya terbukti. 
 
4.4 Pembahasan Penelitian 
Hasil dari berbagai pengujian yang dilakukan diuraikan sebagai berikut: 
menurut hasil statistik deskriptif dimana skor jawaban responden terhadap variabel 
Good Coorporate Governance menunjukkan nilai yang relatif tinggi yang berarti 
bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance di PT Pegadaian 
(Persero) sudah sangat baik didukung oleh hasil statistik jawaban responden 
terhadap variabel perilaku fraud yang menunjukkan tingkat pengendalian terhadap 
perilaku fraud yang tinggi. Selain itu seluruh hasil olahan data kuantitatif baik 
terhadap variabel prinsip-prinsip Good Coorporate Governance maupun variabel 
perilaku fraud yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya seluruhnya menunjukkan 
nilai validitas di atas 0,320 dan nilai reliabilitas di atas 0,60. Jadi semua instrumen 
dinyatakan valid dan reliabel. 
Hasil pengujian terhadap hipotesis pada penelitian ini dengan program 
komputer SPSS dengan menggunakan analisis regresi sederhana juga 
menunjukkan nilai-nilai yang menguatkan bahwa korelasi variabel Good Coorporate 
Governance terhadap perilaku fraud sangat kuat di mana hasil pengujian 
menyatakan nilai R(koefisien korelasi) yang hampir mendekati angka 1 dan R 
Square menunjukkan besaran pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Coorporate 
Governance terhadap perilaku fraud  pada PT Pegadaian (Persero) yaitu sebesar 
49,2 persen di dukung oleh hasil Standard Error of Estimate dalam memprediksi 
fraud yang relatif kecil yaitu 2,29689. 
47 
 
 
 
 
Penguatan lain yang didapatkan dari berbagai pengujian yang dilakukan 
yaitu dengan hasil uji t yang menunjukkan signifikansi 0,00 yang berada di bawah 
standar nilai signifikansi yaitu 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Good Coorporate 
Governance berpengaruh signifikan terhadap variabel perilaku fraud. 
  Dari uraian hasil berbagai pengujian yang telah dilakukan, maka dapat 
dinyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (X) 
berpengaruh signifikan terhadap perilaku fraud  pada PT Pegadaian (Persero). Hasil 
ini sejalan dengan penellitian yang dilakukan oleh Go Rizal Gozal (2012) yang 
menyatakan adanya peranan penting penerapan GCG terhadap perilaku fraud. 
Secara teori, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG maka perusahaan 
dapat menekan perilaku fraud. Good Corporate Governance  merupakan sistem 
yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai 
keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, 
untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada 
stakeholders.  
Selain itu untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu 
mempertahankan  keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang 
semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan 
profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. 
Pengurusan dan pengawasan  BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 
tata kelola perusahaan yang baik (good coorporate governance). 
Keterpurukan kondisi perekonomian seperti lemahnya daya saing 
mengakibatkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga banyak terjadi di 
kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kondisi itu terjadi karena banyak 
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perusahaan dan kalangan pelaku bisnis tidak menerapkan prinsip-prinsip 
perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Di lain pihak 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pilar perekonomian berkewajiban 
melaksanakan GCG.(Panji, 2010). 
Selain menyebarkan kuisioner yang diisi langsung oleh staf PT Pegadaian 
(Persero) kantor wilayah Makassar, peneliti juga mengadakan wawancara langsung 
dengan dua staf yaitu legal officer devisi SDM dan satu staf devisi keuangan PT 
Pegadaian (Persero) kantor wilayah Makassar. Wawancara digunakan sebagai 
sudut pandang yang lain bagi penguatan kuesioner yang diisi oleh responden. 
Adapun hasil wawancara diuraikan demikian: 
Sebagai salah satu BUMN  PT pegadaian (Persero) sudah menerapkan 
prinsip-prinsip Good Coorporate Governance dengan baik bahkan dikatakan bahwa 
Good Coorporate Governance  merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 
tubuh BUMN salah satunya PT Pegadaian (Persero). Selain itu ditegaskan bahwa: 
Good Coorporate Governance merupakan sebuah keharusan dan menjadi sendi 
utama dalam semua proses bisnis di PT Pegadaian (Persero). Pada PT Pegadaian 
(Persero) juga terdapat komite khusus yang menangani masalah Good Coorporate 
Governance. Dengan adanya komite khusus ini maka proses penyusunan kebijakan 
akan semakin baik. 
PT Pegadaian (Persero) selalu mengadakan sosialisasi dari top sampai 
stakeholder. Hal ini dilakukan agar penerapan GCG di PT Pegadaian (Persero) bisa 
berjalan dengan maksimal. Selain itu materi mengenai GCG dimuat dalam annual 
report dan diterbitkan melalui website www.pegadaian.co.id. 
49 
 
 
 
 
 Sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip GCG di PT pegadaian (Persero) 
setiap tahun PT Pegadaian (Persero) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS). RUPS berkaitan dengan prinsip utama teori keagenan yang merupakan 
basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan. Dengan penerapan GCG, 
maka  PT Pegadaian (Persero) bisa mencegah, membendung dan  GCG merupakan 
benteng pertahanan terhadap terjadinya perilaku yang menyimpang di tubuh PT 
Pegadaian (Persero). PT Pegadaian juga memiliki orientasi menuju perusahaan 
yang zero fraud. 
PT Pegadaian (Persero) yang memiliki komitmen “mengatasi masalah tanpa 
masalah” juga sedang mengupayakan program yang disebut zero fraud. Dengan 
melihat tren perilaku fraud yang semakin menurun pada PT Pegadaian (Persero) 
juga membuktikan bahwa prinsip-prinsip Good Coorporate Governance telah 
dilaksnakan dengan baik. 
PT Pegadaian (Persero) pada tahun 2012 pernah meraih penghargaan 
BUMN  marketing awards. Selain penghargaan BUMN  marketing awards, PT 
Pegadaian (Persero) telah banyak meraih awards di tahun-tahun sebelumnya salah 
satunya pada tahun 2005 PT Pegadaian (Persero) dengan mantap menggondol 
piala sebagai BUMN terbaik 2005 di sektor Jasa Keuangan; sekaligus BUMN 
Terbaik 2005 secara menyeluruh (overall/umum) dan yang lebih prestisius lagi 
adalah juga peraih CEO Awards terbaik Pertama 2005. Salah satu parameter 
penilaiannya adalah penerapan Good Coorporate Governance.  
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT Pegadaian (Persero) 
akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat luas, adanya 
kepercayaan investor menanamkan modalnya, memberi peluang pemohon kredit, 
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adanya pengendalian yang efektif untuk mengurangi  penyalahgunaan kekuasaan, 
serta tidak adanya fraud pada seluruh aspek kegiatan perusahaan. 
PT Pegadaian (Persero) juga memiliki budaya kerja yang  disimbolkan dari 
kata INTAN yang merupakan singkatan dari:  
Inovatif (Innovative) di mana PT Pegadaian (Persero) berupaya melakukan 
penyempurnaan yang mempunyai  nilai tambah dan tanggap terhadap 
perubahan,  
Nilai moral tinggi (Noble values) menegaskan bahwa PT Pegadaian Persero 
memahami dan mematuhi ajaran agma masing-masing serta etika 
perusahaan, 
Terampil (Talented) yaitu mengetahui dan memahami tugas yang diemban 
dan selalu belajar dengan penuh tanggungjawab. 
Adi layanan(Admirable service) yaitu  memberikan layanan yang  dapat 
memuaskan orang lain focus  pada privacy. Kenyamanan dan kecepatan. 
Nuansa Citra(Nuances of positive image) yaitu senantiasa peduli dan 
menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. 
Sebagaimana Djoko Santoso Moeljono, mantan CEO Bank BRI, menyatakan 
bahwa sebelum suatu perusahaan menerapkan GCG sebaiknya perusahaan 
tersebut menerapkan terlebih dahulu nilai-nilai yang terkandung dalam budaya 
perusahaan (coorporate culture) yang mendorong mereka untuk menerima, 
mendukung, melaksanakan GCG.  Pada PT pegadaian (persero) sistem nilai yang 
ada pada individu, tumbuh dan digunakan sebagai sistem perekat yang disebut 
sebagai coorporate culture. 
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Hubungan antara GCG dengan budaya perusahaan ternyata berbanding 
lurus. Implementasi GCG di perusahaan dapat berhasil dengan lancar dan sukses 
apabila didukung dengan internalisasi budaya perusahaan yang baik. Tanpa budaya 
perusahaan yang kuat dan dijalankan secara konsisten, maka implementasi GCG 
akan mengalami kesulitan bahkan bisa mengalami kegagalan. Adanya budaya 
perusahaan di PT pegadaian (persero) yang sudah diaplikasikan oleh karyawan dan 
pimpinan perusahaan dalam kegiatan operasional merupakan wujud dari penerapan 
GCG yang tidak hanya sekedar slogan namun menjadi kenyataan. 
 Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, PT Pegadaian (Persero) yang 
sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG beracu pada mempertanggungjawabkan  
kepercayaan dari pihak prinsipal. Hal ini sejalan dengan prinsip utama teori 
keagenan yang menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi 
wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang. Penerapan 
prinsip-prinsip GCG di PT Pegadaian (Persero) yang merupakan perpanjangan 
tangan dari pihak prinsipal yang memberikan jaminan bagi pihak prinsipal untuk 
dapat membatasi dengan menetapkan insentif yang tepat bagi agen dan melakukan 
monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-
prinsip Good Coorporate Governance  terhadap perilaku  fraud pada PT 
Pegadaian (Persero). Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan 
pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka disimpulkan 
bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance berpengaruh 
signifikan dalam mengendalikan perilaku fraud di PT Pegadaian (Persero). Hal ini 
sejalan dengan bukti bahwa keterpurukan kondisi perekonomian seperti 
lemahnya daya saing hingga Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang banyak 
terjadi di kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu terjadi karena banyak 
perusahaan dan kalangan pelaku bisnis tidak menerapkan prinsip-prinsip 
perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). 
5.2. Saran  
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 
bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya dan agar mendapatkan hasil yang 
lebih baik. 
1. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh penerapan prinsip-prinsip 
Good Coorporate Governance terhadap perilaku fraud, tidak mengkaji 
pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance  
terhadap variabel lain seperti kinerja perusahaan. 
2. Pemilihan periode waktu yang relatif pendek mengakibatkan daya uji 
rendah sehingga tingkat keakuratan informasi masih relatif kecil. 
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3. Peneliti menyarankan pada penelitian selanjutnya agar menggunakan 
lebih dari dua variabel dependen untuk mengetahui fraud di 
perusahaan, tidak hanya Good Coorporate Governance. 
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